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ABSTRAK
PENGARUH POLITIK DAN PEMIKIRAN DR. MAHATIR BIN
MUHAMMAD TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI
MALAYSIA

MOHD. NASIRUDDIN BIN OTHMAN
NIM.: 9636 2705

Negara Malaysia, sejak jaman penjajahan sudah menerapkan hukum
Islam. Secara garis besarnya, prinsip undang-undang yang dilaksanakan di
Malaysia disebut sebagai personal law, yaitu Undang-undang Keluarga (family
law), Undang-undang Harta (law of property), serta hukuman terhadap kesalahan-
kesalahan (offences). Semua undang-undang itu dipertahankan dengan sedikit
penyesuaian saja.

Selanjutnya pada era Mahatir Muhammad menjabat Perdana Mentri,
terkenallah apa yang dinamakan dengan Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam. Nilai-
nilai dasar Islam itu memuat nilai universal dalam Islam yang diterima semua
bangsa dan negara seperti bersih, cakap, amanah, jujur dan sebagainya. Mahatir
cenderung menerapkan keuniversalan nilai Islam sebagai strategi unifikasi hukum
dan merespon pluralisme yang ada di masyarakat. la juga menekankan inklusifitas
dalam memahami agama dan membuka dialog antar agama secara terbuka. Peran
politik dan pemikiran Mahatir yang lebih moderat dan inklusif sangat
mempengaruhi pelaksanaan Hukum Islam. Mahatir cenderung menerapkan
konsep common law sebagai landasan hukum di Malaysia. Dalam hal ini Mahatir
dihapkan dengan kelompok PAS yang menginginkan pemberlakuan hukum
hudud, yaitu memberlakukan hukum Islam secara total sebagaimana yang
ditegaskan dalam al-Qur’an. Pemberlakuan hukum hudud menjadi sine qua non
bagi kelompok PAS karena secara historis Malaysia merupakan negara Islam
yang dapat menerapkan ajaran Islam.

Munculnya perbedaan konsep dan landasan persepsi tentang hukum Islam
di antara dua kelompok itulah yang memicu adanya kontroversi yang cukup
panjang dan berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal
inilah yang ingin penulis kaji lebih dalam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yang
bersifat deskriptif analitik. Analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif.
Dari penelusuran dan analisis data secara mendalam, dapatlah disimpulkan bahwa
perkembangan hukum Islam di Malaysia banyak mengalami kontroversi. Kedua,
dalam rentang masa pemerintahan Mahatir, hukum Islam tidak mengalami
perkembangan yang berarti, namun Beliau berulangkali menegaskan perlunya
pembaharuan hukum Islam yang sesuai dengan konteks sosial budaya bangsa
Malaysia yang pluralistik, bukan dalam bentuk penerapan hukum Islam yang
skriptualistik seperti hukum hudud.

Kata kunci: Hukum Islam di Malaysia, Pemikiran Hukum Islam
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TRANSLITERASI

Untuk mempermudah dan sekaligus agar tidak tegadi kesalahan
dalam membaca bunyi/kata Arab yang diulis dengan huruf latin, penyusun
mencaniumkan .transliterasi Arab-Latin, sesuat dengan peraturan Menteri
Agaman No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
0543 b/U/1987, sebagai berikut

1. Konsonan

Huruf Arab Huruf latin

¢ Vv ) tidak ditambangkan

( s ) b

C o) | t

¢ &) * | ¢ (dengan titik atas )

C ) )

( T ) h (dengan titik bawah)
( C ) kh

C 5 ) d

«C 5 ) z ( dengan titik atas)

C ) r

¢ o) z

C o) s

¢ U"" ) sy

( P ) s (dengan titik bawah )



S’

d ( dengan titik bawah )
} J t (dengan titik bawah )
| z ( dengan titik bawah )
) “/ 7 ( koma di atas)

) g

O W &

) f

~~
-
-3

[

fa)

) ’ w

b L C o~ ¢ (=

( & ) " {tanda petik / apostrof )
(S ) y
L. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atay

harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda Nama Huruf Latin Nama
4 fathah a a
Kasrah i i
> .
A Dammah u T u



[{l. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakah dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan huruf

e
Contoh :
-
/.4
UE -
1V.Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat

Nama Gabungan huruf Nama
Fathah dan ya at a dan i
Fathah dan wau au a dan u
kaifa

haula

dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda vaitu :

Harkat_dan _huryf  Nama Hutuf dan tanda Nama
\.7 fathah dan 1 a dan garis di atas
(7_5 R kasrah dan ya i 1 dan gans di atas
9 2 dammah dan wau u u dan gans di atas
Contoh :

G
K,E*;: \

Y. Ta marbutah

rama
qila

yaqulu

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

t. Ta marbutah hidup

N,



Ta marbutah hidup transliterasinya adalah t.
ii. Ta marbutah mati
Ta marbutah mati transliterasinya adalah h.
iii. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah dikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang ( ‘_)\) serta bacaan kata itu terpisah maka
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ( h).
Contoh :
W/t d Ly -
}’j_}b M,}L\ - al-Madinah al-Munawwarah
"4_‘“9 - talhah

V1 Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan  Arab

dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid dalam

transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan d dengan- huruf yang
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh :
s =
Ly
+) - rabbana
N
‘) j - nazzala
VII. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
(

(_)\ ). Namun, dalam transiiterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

katz sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang

ditkuti dengan huruf qamariyah. R



i Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah_‘ ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu hurof (1) diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

ii. Kata sandang dikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuat pula dengan bunyi.

Baik ditkuti huruf syamsiyah maupun huruf qamaniyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sempang.

Contoh
z -
Jj.?j\- ar - rajulu
Y1H. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof,
namun itu hanya beriaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir
kata. Bila hamzah 1tu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

LT
U_j*"\' - ta’khuzuna
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum Istam merupakan interpretasi aktual dani Syari’af Islam vang
amat global (ifmali). Karenanya hukum Islam lebih merupakan hasil dialog
antara teks-teks dengan dinamika masyarakat di mana hukum Islam tersebut
diterapkan. Kondisi sosial, budaya dan politik yang mengitari suasana
pemberlakuan hukum turut serta mewarnai bentuk hukum pada masing--
masing tempat. Secara garis besar hukum Islam atau figh berada pada posisi
yang sangat Iokal dan kontekstual.” Dalam terma inilah masyarakat melalui
pergulatan sejarahnya_ yang panjang dalam memproses dan membumikan
figh menerima banyak pengaruh yang beragam baik pengarub internal
maupun eksternal. Beragamnya interpretasi atas teks baik it al-Qurian
maupun al-Hadits dengan pengaruh budaya, sosial dan politik, menciptakan
suatu bentuk masyarakat Islam yang khas. Perbedaan latar belakang dalam
pemahaman teks itu bahkan mulai sejak pertama turunnya ayat Qur’an pada
Rasululiah SAW. Sejak ayat-ayat Madaniyah turun, di mana penekanan
dakwah Islam terletak pada hukum maka sememnjak itu pula hukum

diterjemahkan ke dalam realitas pemahaman umat Islam, baik secara teoritis

" Mubhammad Khalid Masud, Filsufat Hukem Islam dan Perubahan Sosial,
diteriemabkan oleh Yudian W Asmin (Jakarta; Al Ikhlas, 1995) him, 203. Dalam buku
tersebut  dinyatakan--dengan menguup gagasannya Montesque--bahwa evolusi Pk
terjadi dengan dikondisikan oleh perubahan-perubahan lokal, temporal dan sitnasionai.



ta

pertama, hukum Islam yang menyangkut tentang individu dan
lingkungannya (/slamic Legal Personal) seperti ibadah, puasa, zakat, hajt
dan sebagainya. Dan Aedua, hukum Islam yang menyangkut tentang pranata
keagamaan dan perlembagaan (/slamic Legal Institution) sepertt mahkamah
svariah, peradilan Islam, baitul mal dan sebagainya.

Hukum Islam yang mengatur tentang individu (/slamic Legal
Personaly merupakan perangkat hukum yang sifatnya inklusif, dalam artian
setiap individu memiliki otoritas untuk mengatur bagaimana bentuk
hubungannya dengan Allah SWT, tanpa melepaskan aturan baku yang telah
disyariatkan oleh Islam. Sementara hukum Islam yang menyangkut pranata
sosial dan pelembagaan (Islamic Legal Institution) sangat erat kaitannva
dengan kondisi sosial, budaya dan terutama pohtik suatu masvarakat.
Institusi Islam dan ‘hubun'gannya secara timbal balik denéan mas-_»-'a.rakat
meniscayakan suatu sistem politik yang kondusif sedemikian rupa untuk
membangun masyarakat Islam yang egaliter dan toleran, selamjuinya fungsi
politk juga muilak membutuhkan seorang pemimpin vang akan
menjalankan roda pemerintahan suatu negara,” Fungsi negara vang besar
dalam mengontrol rakyatnya memiliki implikasi secara langsung maupun
tidak langsung terhadap hukum vane mengatur masvarakatnva > Kontrol

negara atas hukum mengeunakan perangkat birokrast vang disepakati

o Kuntowijoyo, ldentitas Politik Umar Istam, (Bandung: Mizan, 1957} k. =2
" Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suam Studi femang Frinsig-
prinsipnyva dilihai dari Segi Huwkimn Islam dan Implemeritasinva pada Periade Negara
meedinedh den Masa King, (Jakarta: Bulan Bintang. 1992), hal. 12



bersama, di mana pemimpin memiliki andil yang besar dalam menentukan
kebijakan publik (public policy).

Teori dan abstraksi di atas sedikit banyak menjelaskan tentang
keadaan dan proses hukum Islam yang berkembang di Malaysia. Hukum
Islam di Malaysia dibuat dan diundangkan semenjak sebelum penjajahan
menguasai tanah Malaysia kurang lebih pada abad ke-18.” Semenjak akhir
penjajahan Inggris di Malaysia péda akhir abad 19, penjajah telah
sedemikian rupa melakukan deisiamisasi hukum yang berlaku di negert ini.
Proses deislamisasi dimulai dengan cara memisahkan hukum Islam dengan
hukum sipil (Civif Law), baik secara perundang-undangan maupun dalam
pelembagaan. Realitas hukum di Malaysia juga tidak mencapai kodifikasi
dan unifikasi secara meluas. Beberapa, negara bagian memiliki ordonansi
dan undaﬁg—undangﬁya sendiri. Kemudian pada awal 1960 undang-undang
perkawinan produk penjajah vang bemama Mohammedan Marriage
Ordinances™ yang dibuat tahun 1880, diterapkan secara meluas (unifikasi)
di dataran Melayu. Kemudian menjadi Mohammedan Marriage and Divorce
Regiration Enactment 1900. Semenjak tahun 1980 secara kelembagaan
dalam 1mplikasi hukum Islam di Malaysia telah dibentuk sistem Mahkamah
Svariah vang mempunvar Kadi Besar (Hakim Agung) dan hakim-hakim

lainnya. Undang-undang tersebut kemudian diperkuat lagi dengan Tre

¥ George 4. Nadel and Perry Curtis, fmperalism and Colomialism, (New York:
MacMillan, 19643, hal. 3. Lihat juga dalam Dr. Abd. Rahman Haji Abdullah. Pesjajahan
Mualaysia, (Yogyakaria: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 3-5

5 . YT - .
* Mohammedan Marriage Ordinances adalah undang-undang yang mengarr
perkawinan di antara orang Islam di Malavsia.



Mohammedan Laws Enactment 904, Malaysia juga menerapkan undang-
undang Mohammedan Offences Bill yang mengatur tentang persoaizn
ibadah umum bersama, pelanggaran adat, pelanggaran tata tertib dan norm2
agama, zina, pengajaran agama dan penyebaran agama.” Selain itu penjajzn
juga mengeluarkan undang-undang tentang zakat, wakaf, haji. dan zakz
fitrah.”

Sejak kemerdekaan Malaysia pada 31 Agustus 1957 yang ditancas
dengan keberhasilan aliansi partai (UMNO-MCA-MIC) merebut 51 dan 32
kursi dalam Pemilihan Umum tahun 1955, ciri-ciri perundangan Istam
warisan penjajah itu tidak berubah bahkan diperkuat dari masa ke masa
tanpa perubahan. Dari segi teorinya dalam Konstitusi Jabatan Agama Islem
(Persekutuan Urusan Agama Islam) diserahkan kepada Raja bagi negeri
bagian masing-masing. :Sedangkan Yang idi—PertueVm Aguﬁg merupakan
ketua agama bagi negeri-negeri bagian Malaka dan Pulau Pinang Waizn
demikian seringkali urusan agama yang diputuskan oleh Yang di-Pernen
Agung dibatalkan oleh kuasa kerajaan pusat atau pemerintah. Prof. Ahmad
Jorahim memberikan komentar tentang intervensi pemerintah terhadap

keputusan agama Yang di-Pertuan Agung ini

® Thomas Frank Willer, Religivies Administrative Development in Colonial Ao
Siates 1874-194] . disertasi Ph.D, (University of Michigan, 1973), hal. 101,

» Moshe Yegar, Islam and Isiamic Institution in British Malava. (Jerussalem. T
Magnes Press, 1979), hal. 92-93. ;

® Zainal Abidin bin Abdul Wahig. “Merdeka”, dalam Zainal Abidin bin Abd. Wend
(ed.). Glimpses of Malayvsiom Hisrory, (K1:DBP, 1980). hal. 1537



Dapat dilihat bahwa bidang hukum yang diberikan kepada pengadilan
negeri dan syari’ah adalah terbatas. Bahkan dalam subjek-subjek vang
meliputi benda-benda di dalam daftar untuk Negeri, banyvak hukum
pemerintah (birokrasi) yang membatasi skop dan pelaksanaan hukum
negeri. Contohnya, dalam bidang penggantian, astet dan bukan estet, harus
memperhitungkan Undang-undang Pelaksanaan dan Adminis-trasi serta
Undang-undang Pemilikan dan Distribusi Harta Terbatas, dengan akibat
tadi hanya diberi wewenang memberi penjelasan bagian yang disisakan
kepada waris-waris di bawah hukum Islam.”

Bentuk undang-undang yang sempit bidangnya sebagai warisan dari
penjajah harus dipertahankan. Secara garis besarnya, prinsip undang-undang
yang dilaksanakan di Malaysia disebut sebagai personal law dan
dimasukkan dalam bidang kuasa negeri."” Undang-undang keluarga (family
law) juga termasuk di dalamnya, juga undang-undang barta (law of
property), serta hukuman terhadap kesalahan-kesalahan (offences) vang
berlaku sejak zaman pemajah. Semua undang-undang ituldipertahankan
dengan seciikit penyesuaian saja.’'” Unsur. :teon' undang-un;iang Islam itu
sering diketepikan dalam prakteknya. Dalam konteks undang-undang

sekarang terdapat beberapa halangan (consirainis) yang sering menghalangi

pelaksanaan undang-undang Islam yang sudah sempit itu. Halangan-

7 Ahmad Tbrahim. “The Position of Islam in the Constitution of Malaysia®, dalam
Suffian Hashim, The Constitution of Malavsia: ifs Development 1957-1977, (Kualz
Lumpur: Oxford University Press, 1978), hal. 65

' Abdullah Alwi, “Petaksanaan Undang-undang Islam di Negeri-negeri Malavsia™.
dalam Mahmood Zuhdi AM.. (ed.). Ke Arah Merealisusikan Undeang-undang Isiam di
Maidervsia, (Kuala Lumpur: Thinker’s, Library, 1988). hal. 97

") Ahmad Ibrahim, /siamic Law in Malaya, (Singapore; MSRI, 1975), bab 1L Lihat
juga Hamid Jusoh, The Position of {slamic Leow in the Malaysian Constiturion, (KL DBP,
1991). hal. 41



halangan 1tu ialah undang-undang vang disahkan oleh parlemen dan juga
keputusan hakim-hakim mahkamah umum.'?

Beberapa undang-undang vang penting kami sebutkan di sini sebagai
elemen undang-undang ialah Akta Undang-undang Sipil 1956 yang sejalan
dengan rujukan Common Law of England. Undang-undang ini mengatur
banyak hal dan seringkali ditengarai menghalangi diterapkannya hukum
Islam di Malaysia. Selain itu, terdapat juga Akta Mahkamah Syariah 1965
(Muslim Courts Act/Criminal Jurisdiction 1965). Akta im mengatur tentang
hudud dan jenayah. Meski demikian Mahkamah Awam juga ikut campur
tangan dalam perkara pembagian waris dalam keluarga muslim sebagai
kekuasaan istimewa yang tertuang dalam Probate and Administration Act
(no._, 97 of 1 9_59) juga Akta Keganasan Rumah Tanggg yang hampir sc:suai
dengan hukum Isiam‘ kecuali persoalan hak-hak istn: ldalam rumah tangga
semisal hak mendakwa suami yang memperkosa istri. Beberapa hal penting
mengenai undang-undang Islam di Malaysia dikatakan oleh Dr. Abdullah

Alwi Haji Hassan :

The Islamic Law that 1s in force in Malaysian today is not genuine
Islam law but may have been influenced by written laws, judicial decision
and customary law.

Selanmjutnya pada era Dr. Mahathir Muhammad dengan kemenangan
UMNGO tahun 1981 vang membawanya menduduki jabatan Perdana Menter:

terkenallah apa yang dinamakan dengan Dasar Penerapan Nilai-pjlai Islam.

Menurut penjelasannya, bahwa nilai-nilai dasar islam itu memuat nilai vang

'™ Hasyim Yeop A. Sani, “Undang-undang Islam: Parlemen Jadi Penghalang’,
Watan . 29-31 Maret, 1986.



umversal dalam Islam yang”diterima semua bangsa dan negara seperti
bersih, cakap, amanah, jujur dan sebagainya. Mahathir yang berlatar
belakang pendidikan umum memang cenderung menerapkan keuniversalan
mlai Islam sebagat strategi unifikast hukum dan merespons pluralisme yang
memang menjadi bentuk masyarakat di Malaysia sejak dulu. Ia menyadan
akan pentingnya pertahanan din sendiri terhadap halangan vyang
bertentangan dengan Islam. Ia juga menekankan inklusifitas dalam
memahami agama dan membuka dialog antar agama secara terbuka.
Karenanya peran politik dan pemikiran Mahathir dalam perkembangan dan
pelaksanaan hukum Isiam seberapa kecilnya akan sangat mempengaruhi dan
merupakan enfry point  tersendiri. Dalam konteks inilah kami
mengetengahkan realitas politik di bawah kepemimpinan Mahathir selama
Eﬁrun waktu 1980-1990'" dengan sudut pa;ndang kiprahnya dalam
perkembangan hukum Islam terutama pada prinsip-prinsip dasammya,
pengarvh sosial politik dan budaya, undang-undang Islam (konstitusi) dan
pelembagaan hukumnya. Terutama keterkaitan kebijakan Mahathir--sebagai
representasi UMNO-- dalam memutuskan pemberlakuan hukum Islam
dengan PAS.

Dalam hal ini, kelompok PAS mempunyai konsep hukum Islam
tersendin yang disebut dengan hukum Audud. Hukum hudud yang dimaksud

adalah bagaimana memberlakukan hukum Islam secara total sebagaimana

" Meskipun Dr. Mahathir Muhammad baru menjabat sebagai Perdana Menteri pada
tahur 1981, namun pembatasan kurun awal dasawarsa tersubut tidak menjadi perhitungan
dalam kerangka kajian hukum resmi (fegal instimition) negara Malaysia.



yang ditegaskan dalam al qur'an. Dan pemberlakuan hukum /udud menjad:
sine qua none bagi kelompok PAS karena muncul identifikasi sejarah
bahwa Malaysia merupakan negara Islam yang dapat menerapkan ajaran
Islam. Namun, keputusan PAS untuk bisa menerapkan hukum Audud iag-
lagi terbentur dengan kebijakan Mahathir, selaku perdana menter, vang
lebih cenderung menerapkan konsep common law sebagai landasan hukum
di Malaysia. Maka, munculnya perbedaan konsep dan landasan perseps:
tentang hukum Tslam ' memicu adanya kontroversi yang cukup panjang
antara kedua kelompok tersebut yang secara tidak langsung berakibat pada
perkembangan hukum Islam di Malaysia.

Adanya kontradiksi pemahaman keislaman antara kelompok UMNO
dan PAS kaitannya tentang pemberlakuan hukum Islam, maka—sekalt tagi—
menan:ic bagi penulis unt-uk diteliti lebih lanjut untuk m;:ngetahui bagatmana
perkembangan selanjutnya. Terutama keterkaitan perkembangan hukum
Islam dengan pengaruh politik dan pemikiran Mahathir selaku presider

UMNO dan perdana menteri ke-4 Malaysia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah yang akan dapa:

dirumuskan sebagai berikut :

") Pemahaman keislaman Mahathir lebih. bersifat- universal dan tidak menginginkar
spesifikasi  konsepsional terutama “dalam ~pemberiakuan hukum Tslam sementar
pemahaman keislaman PAS lebih bersifat partikular yang karenanya pemberlakuan mukur
Islam di Malaysia semestinya lebih cenderung pada ajaran Islam secara sungguli-sungzuh



1. Bagaimanakah perkembangan hukum Islq}l‘) di Malaysia pada masa
pemerintahan Dr. Mahathir Muhammad‘_}./

2. Bagaimanakah pengaruh politik dan pemikirait Mahathir terhadap
perkembangan hukum Islam di Mélaysia dalam kurun itu?

Rumusan masalah di atas akan dicoba diuraikan secara sistematis dan

dianalisa secara kritis dalam skripsi nantinya.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan ditulisnya kajian ini adalah :

1. Memaparkan perkembangan hukum Islam baik pada tataran
konsepsional, konstitusi maupun pelembagaannya di Malaysia.

2. Mendeskripsikan seberapa besar pengaruh politik dan pemikiran
Mahathir Muhammad dalam perkembangan hukUI;l Islam’ itu
sebagaimana dipresentasikan oleh UMNO untuk membandingkan
dengan periode sebelumnya pada masa PAS.

Manfaat dari kajian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah hukum islam &
Malaysia.

2. Agar dapat menjadi bahan pemikiran bagi pemerimiah dan
masyarakat dalam rangka pengembangan hukum Isiam

]
L=H

Malaysia.



D. Telaah Pustaka

Perspalan hukum Islam dan berbagai implikasinya mendapat perhatian
yang amat besar dart para pemikir hukum baik dalam negeri Malavsia -
maupun luar negeri. Khusus mengenai Hukum Islam di Malaysia dapat
dijumpai karangan Dr. Tbrahim Hasan berjudul Islamic Law in Malavsia'™
vang mengulas tentang pembentukan hukum Islam di Malaysia dalam kurun
masa yang panjang sejak penjajahan, kemerdekaan hingga memasuki masa
kemerdekaan, serta latar belakang sosiologis yang mengitan hukum Islam.
Sementara posisi hukum Islam dalam seluruh konstitusi Malaysia
dipaparkan oleh Hamid Jusoh dalam 7he Fosition of Islamic Law in the
Malaysian Constitution, 16) yang menjelaskan pula persoalan mendasar
“enapa hukum Islam menjadi the second law dalam keseluruhan konstelasi
hukum di= Malaysia. Secara khusus Abdul Majeed Macken menguraikan
hukum Islam di Malaysia dalam era kontemporer dalam Contemporary
Islamic  Legal Organization in Malaysia” yang menvoroll  sistem
keorganisasian (pelembagaan) hukum Islam. Dan keseluruhan pemikir
Melayu, tulisan terbanyak tentang aplikasi organisasi hukum Islam vang

bernuansa lokal di negeri-negeri Malaysia diperoleh dari karva-karva

'*} huku ini terbitan Singapore: Malaysian Sociological Research Institute. 1973 Ta
juga menulis Sistem Undang-undang di Mealaysia, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 1985) . .

1) Terbitan Kuala Lumpur :DBP, 1991

' Terbitan Yale University, dalam monograph Series no. 13 tahun 1969
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Abdullah Alwi Haji Hasan.'” Sélanjutnya sistem politik ditemu dalam
karya Chandra Muzaffar'”, Firdaus Haji Abduilah?® J.M. Guilick *” Haris
M.d Jadi,” Hussin Mutalib,”” Hussein Muhammad,” Ton Abbas® dan
banvak lagi. Sedangkan khusus mengenai biografi dan sepak terjang
Mahathir Muhammad dalam perpolitikan di Malaysia, ditulis oleh Khoo
Book Teik,”® yang menjelaskan paradoks-paradoks dan pemikiran
Mabhathir. Keseluruhan dan masih banvak lagi karangan ientang hukum,
poliik dan Mahathir Muhammad menunjukkan tentang suatu causality
dalam konstelasi bangunan hukum Islam di Malaysia. Namun demikian
tidak dijumpai -satupun karangan yang khusus menulis tentang pengaruh

Mahathir, baik pengaruh politis maupun pemikirannya, terhadap

'™ Ya menulis makalah “Pelaksanaan Undang-undang di Negeri-nggeri Malaysia”,
dalam Mahmood Zuhdi, gp.cit, yang juga terkumpul dalam karya yang dieditori olehnya
"dalam Ke Arah Merealisasikan Undang-wndang Islam di Malaysia, (Kuala Lumput:
Thinker’s Library, 1988). Abdullah Alwi juga menulis karya The Administration of Islanmic
Law in Kelanian, {Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996)

') Chandra Muzaffar, “Sistem Kerajaan Malaysia”, dalam Zuraina Madjid, (ed.).
Masyarakar Malaysia, (Penang. Penerbit Universitas Sains Malaysia, 1985)

" ¥irdaus Haji Abdullah, Radical Malay Politics: Its Origin and Early
Deveiopment, (Petaling Jaya: Pelanduk Publication, 1983)

*Y I M. Gullick, Sistem Politik Bumiputera Tanah Melayn Barat, (Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972)

*A Haris Md. Jadi, FEmik, Poliiik dan Pendidikan, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka, 1990)

“ Hussin Mutalb, Islum and Ethnicity in Mealay Politics, (Singapore: Oxford
University Press, 1990)

** Hussein Muhammad, AMembangim Demokrasi: Pifihan Rava di Maiaysia, (Kuaia
Lumpur: Karakraf Sdn. Bhd., 1987)

) Tbn Abbas, Freemansory Resapi Politik Malaysia 7. (Petaling Jaya: Penerbitan
PAZ t.t)

™ Khoo Book Teik. Paradoxes of Adahathirism: an Imeilectual Biography of
Mencuhir Mohamad, (Kuala Lumpur: Oxford University Press. 1995)



perkembangan hukum Islam, sekecil apapun signifikansinya. Sebab teori
kekuasaan dan politik menerangkan tentang tak teﬂahankaﬁnya pengaruh

politik (undefencesness political influences) tokoh dalam sistem hukum.

E. Kerangka Teoretis

Dalam kerangka teoritis ini akan diketengahkan teori-teori dari Tbn
Taimiyah yang menjelaskan tentang hubungan negara dan syari‘ai.?” Tbn
Taimiyah, salah seorang pembaharu dalam Islam dan salah scorang
penganjur jtihad dalam kerangka kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah,
dalam teori kenegaraannya lebith memfokuskan pada peran syari’ah dalam
negara. Ibn Taimiyah dikenal oleh sarjana Barat sebagai demokrat, dengan
alasan bahwa ia mengalihkan konsep negara dari khildfah kepada syari’ah
dalam negara. Ibn Taimiyah me;mahami bahwa apai;un bentuk negara Zlalam
Islam, itu merupakan alat penegakan syari '‘an.®™® Dengan demikian Ibn
Taimiyah lebih menekankan supremasi hukum Islam dalam suatu negara
Isiam, daripada bentuk pemerintahan yang rigid. Tbn Taymiyah juga
mendukung teori masiuhah al-mursaleimya Imam Malik. Sebab teori ini
meniscayakan keterbukaan dan kolaborasi antara syari'ah, pengaruh lokal
dan mmplikasi hukumnya di masyarakat. Teon ifu mengizinkan alternatif-
alternatif dari institusi politik yang akan digunakan manusia sesuai dengan

kebutuhan dan perkembangan masyarakat. dengan satu syarat utama, bahwa

™ Syariah dalam wacana ini dipahami sebagai hukum Islam secara legal. Jadi
hukum Islam yang berlaku dalam suatu negara merupakan manifestast syariah vang lebih
bemuansa lokal. g

) Ahmadie Thoha. (tesi.). Ibn Faimivah: hidup dan pemikirannva, (Kuala Lumpur
Banamas Sda. Bhd.. 1984).



" institusi politik atau bentuk pemerintahan yang telah disepakan dapst
menjamin validitas terlaksananya syari ‘ah dalam wilayah negara®”

Penyusun juga tertarik dengan teori ientang tipologi negara dari ba
Khaldun (1332-1406 M). Tbn Kholdun menemukan tipologi negara dengan
tolok ukur kekuasaan. Ia membagi negara menjadi dua kelompok vaitu, (i1
negara dengan ciri kekuasaan alamiah (mulk tdbi’i/natural power), dan (2)
negara dengan ciri kekuasaan politik (mulk siydsi‘political power), Tip2
negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang
(despotism) dan cenderung kepada “hukum nmba”. Kekuasaan dan
keunggulan sangat berperan. Kecuali itu prinsip keadilan dan hak diabaikan.
Ia mengkualifikasi negara ini sebagai tak berperadaban (wncivifization
stare). Tipe negara kedua 7dibagi dalam tiga kategon yaitu, (1) negara hukum
atau nomokrasié’m Islam (sfydsa;’z diniyvah), (2) negara hukur'n- sekuler
(sivdsah ‘agliyvahisecular state), dan (3) negara a fa “Republik™ Plawn
(sivasah madaniyyalyrepublic state)*"

Negara hukum (sivdsah dinivyah) adalah suatu negarza vang
menjadikan hukum Islam sebagai landasannya’” Karakteristik negar:

hukum menurut lbn Khaldun adalah peran dan fungsi al-Qurian, ai-Hadis

“"Muhammad Tahir Azhary, Megara Hukum: Suasiv ... hal. 9
30)

nomokrast berasal dan bahasa Yunani, nomos artinya ... .dan cratos artisz
kebijaksanaan

" E 1] Rosenthai, Politicai Thought in Medieval istam: An Introductory hutiing
(Cambridge: The University Press. 19583, hal. 86

% Malcom H. Kerr, 7slamic Reform: The Political and Legal Theories =
Muhammad Abhdith and Rasvid Ridha, {(Barkeley and Los Angeles: University of C2liforms
Press. 1966), hal. 29



dan akal manusia untgk mewujudkan kesejahteraan masyarakat universal,
baik di dunia maupun di akhirat (al-masdlih  al-kdffah). Husain
menggunakan istilah “Negara Syariah™ untuk sivdsah diniyyah atau
nomokrasi Islam.>> Menurut Ton Khaldun tipe negara yang paling baik dan
ideal diantara seluruh sistem negara di atas adalah siydsah diniyyah atau
nomokrasi Islam. Dalam siydsah diniyyah selain bersumber dan syari’ah,
manusia juga diberikan kebebasan menggunakan akalnya untuk membentuk
hukum sesuai dengan tuntunan dalam Islam. Maka secara teoritis siydsah
diniyyah adalah “satu-satunya bentuk tata politk dan kulturar yang
permanen”.*? Ibn Khaldun juga memberikan kerangka teoritik dalam
perspektif analisa sejarah suatu bangsa yaitu teorinya tentang proses
perkembangan negara. Iia membuat analogi bahwa kehidupan itu ibz_irat
analoéi suatu organisme. la tumbuh, berkembang, mengalami ketuaan lanﬁs
mati.>” Barangkali yang menjadi persoalan dalam kaitannya dengan kasus
hukum JIslam di Malaysia adalah upaya tarik vlur penerapan svari’'ah dalam
konstelasi negara dengan sistem pemernintahan Malaysia yang notabene
merupakan warisan penjajah Inggris vang mendasarkan sistem hukum

negara dengan hukum sekuler (sivdsah ‘agqliyah), dimana hukum berasal

dari kekuasaan pemerintah atau penguasa. Sementara penguasa di Malaysia

*)'S Wagar Ahmad Husein, Sistem Pembinaan Masyarakat Istam, (judul aslinya
teumic Fnvironmental System  Fugineering), tefemahan Anas Muhviddin, (Bandung:
Pustaka Salman, 1983}, hal 217-232 )

'S, Waqar Ahmad Husein, op.cir. hal. 233

*) Fragmen-fragmen tertentu dari Mugoddimanya Tbn Khaldun vang diterjemahkan
oleh Osman Raliby, thr Khaldun temtang Masvarakat dan Negara, (lakarta: Bulan
Bintang, 1965}



tidak sepenuhnya monocu/ture melainkan plurar-culture, yang terdiri dari

banyak agama, suku dan bahasa.*®

Kerangka teoritis di atas selanjutnya digunakan sebagai pisau bedah

dalam menganalisa pengaruh pemikiran dan pengaruh politik Mahathir

terhadap perkembangan hukum Islam itu sendiri di Malaysia.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

ot

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penebtian pustaka (library research) yang

dilengkapi dengan data lapangan (field/grounded research) melalui

wawancara.

Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptik-analitik  dengan
pendekatan historis, yaitu memaparkan hukum Islam di Malaysia
secara historis dalam kurun 1980-1990 untuk kemudian dianalisis.
Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.

Sumber data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Sumber
primer adalah konstitusi-konstitusi hukum di Malaysia baik itu
hukum Tsiam (/sfamic T.egal {.aw) maupun hukum umum (Common

Law Civil Law) vang berupah ataupun baru pada masa 1980-1990.
Sedangkan sumber sekunder adalah tulisan, penjelasan resmi atau

karya pimikir, sagana seputur hukum Islam / konstitusi itu. Selain

**1 Abdul Rahman Haji Abdullal, op.cit, hal. 43



itu juga karya-karya Dr. Mahathir atau karya tentang Dr. Mahathir
Muhamad.
Pengumpulan data dilakukan secara Iiterer {pustaka) dan
wawancara. Tekmk literer yaitu mengumpulkan karva-karya vang
relevan dengan tulisan ini. Sedangkan wawancara, sebisa mungkin
dilakukan dengan Mahathir baik langsung mahupun tidak.
Sementara pengelolaan data dilakukan dengan cara mengklasifikasi
dan membandingkan untuk kemudian dianalisa.
. Analisa Data
Analisa data yang digunakan adalah :
1. Indukuf
Yaitu mencan, mengkiasifikasi dgn menganalisa hukum Islam,
baik 1tu konstitusi m-aupun ordonan-ordonan lain, dan pengaruh
Mahathir pada wilayah implikatif di masyarakat untuk

selanjutnya disimpulkan dalam kesimpulan khusus yang lebih

kecil.
2. Deduktif
Yaitu mencari dan menganalisi konstitusi hukum Islam dan

pengaruh polittk dan pemikirannya, di dalamnya, untuk

kemudian diberikan kesimpulan secara umum.



G. S.i.stematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penyusun
menggunakan sistematika sebagai berikut

Bab pertama, adalah pendahuluan yang meliputi : latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, telaah
pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua bensi Perkembangan Hukum JIslam pada masa Mahathir
bin Muhammad yang meliputi : keadaan politik seputar perkembangan
hukum islam, keadaan konstitusi dan undang undang hukum islam dan
keadaan perlembagaan hukum islam.

Bab ketiga berisi tentang skektsa biografi Mahathir bin Muhammad
yang meliputi : latar belakang hidup dan pendidikan Mahathir bin
EMuhammad, pengalaman dan aktivitas intelektual dan dasar dasar pemikiran
politik Mahathir bin Muhammad.

Bab keempat berisi Pengaruh Mahathir bin Muhammad dalam
perkembangan hukum islam di Malaysia yang meliputi : pengaruh politik
terhadap perkembangan hukum islam dan pengaruh pemikiran terhadap
perkembangan hukum islam.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi : kesimpulan dan saran
saran. Kemudian skripsi ini di lengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-

lampiran.



BAR '\f’

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada dua hal yang ingin penulis ketengahkan dalam kesimpulan ini,

yaitu:

1.

Perkembangan hukum Islam di Malaysia banyak mengalami
kontroversi yang cukup berkepanjangan. Satu sisi terutama dari
kelompok PAS menginginkan hukum Islam yang berlaku di
Malaysia adalah hukum hudud. Karena hal ini sesuai dengan dasar

kenegaraan Malaysia yang ingin menjadikan Malaysia sebagai

negara islam yang konsekwensinya adalah menerapkan hukum

Islam secara total. Tapi di sisi lain teratama dari kelompok UMNO

tidak menginginkan hukum Islam model PAS yang terangkum
dalam hukum /Audud berlaku di Malaysia. Dengan alasan, apabila
hukum /iudud seperti yang digagas oleh kelompok PAS maka akan
menimbulkan ketegangan sosial kelompok lain terutama  dari
kelompok non-Muslim karena perbedaan persepsi. Maka. alternatif
yang dipilih adalah menetapkan common /aw sebagal dasar hukum
perundang-undangan di Malaysia. Terjadinva kontroversi vang
demikian memicu perkembangan hukum Islam di Malaysia masih
berada pada titik yang lemah karena beberapa faktor. Dalam asumsi

penulis tittk lemah itu terdapat pada, perfama, munculnva’

1
2



kontroversi ‘berkepanjangan. Kedwa, kurang adanya kesepakaian
bersama unfuk menindaklanjuti perbedaan-perbedaan vang ada
untuk bisa merumuskan konsep hukum Islam vang baru vang bisa
diterima oleh semua kalangan. Ketiga, Munculnya sikap justifikas
terhadap kelompoknya sendin dan sikap pejorasi terhadap orang
lain, yang hal ini berakibat pada mewabahnya sikap fruth claim.
Maka dari itu, dapat ditengarai--minimal dalam asumsi penulis--
bahwa hukum Tslam di Malaysia masith belum mengalami
perkembangan yang signifikan dan substansial.

. Dalam rentang masa pemerintahanya, Dr. Mahathir lebih
memfokuskan din pada pembangunan perekonomian, sementara di
sisi lain hukum Islam menjadi kurang diperhatikan. Hal ini tidak
lepas dan kebyj a-.;:an pohtik Maha;hjr yang lebih beraksentuasi pada
"kemakmuran rakyat, tapi tidak berarti bahwa gagasan
pengembangan hukum islam sama sckali diabaikan, scbab dalam
beberapa kesempatan even kenegaraanya berulangkaii menegaskan
perlunya pembaharuan hukum islam yang sesuai dengan kontek
sosial budaya bangsa Malaysia vang pluralistik, bukan dalam
bentuk penerapan hukum islam secara skriptualistik, seperti
pelaksanaan hudud secara total menurut gagasan PAS. Berdasarkan
diplin ilmu kedokteran yang dimiliki, Mahathir lebih mensikapi

hukum isiam dalam pengertian universal dan subtantivistik.



B. Saran-saran

Berangkat dari kepedulian penulis, apalagi penulis merupakan bagian
dari warga Malaysia, maka ada beberapa hal ingin disampaikan oleh penulis
melalui skripsi ini yaitu, perfuma, Diadakan konsolidasi model konsep
hukum Islam yang layak berfaku di Malaysia untuk menyamakan visi dan
persepsi supaya tidak terjadi lagi kontroversi berkepanjangan yang berakibat
pada tersitanya pembenahan perangkat himak (software) yang terkait dengan
pelaksanaan sistem kepemerintahan seperti hukum untuk menuju pada
keadilan dan kesamaan. Bagi kedua kelompok besar UMNO dan PAS
setidaknya berbagi ide yang mumi tentang konsep dasar hukum Islam
namun lepas dan kepentingan apapun, kecuali demi kemaslahatan rakyat
Malaysia. Kedua, sebagai representasi dari bangsa Melayu khususnya dari
ummat Islam, maka bagi pemerintahan Mahathir harus merealisasikan setiap
aspirasi ummat Islam agar Malaysia yang dibangun sebagai negara Islam
tidak dilihat sebelah mata, tapi menjadi cermin bagi negara lain bahwa
kenegaraan Islam yang terjadi di Malaysia berlangsung lestari dan damai,
sesuai dengan cita-cita Islam bahwa ia adalah agama rahmatan lil ‘alamien.
Dan saran penulis yang terakhir yaitu agar pemenntahan Mahathir akan
iebih bercirikan keislamman setidaknya dalam struktur pemerintahnya banyak

melibatkan orang-orang Islam di setiap lembaga.
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Lampiran 1

A. Terjemahan

No

Him

| Bab

Terjemahan

I

28

Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan |
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam

29

25

I

Perempuan yang berzina lelaki yang berzina
hendakiah kamu scbat tiap-tiap scorang dari
keduanya seratus kali sebat, dan janganlah kamu
dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan
terhadap keduanya dalam menjalankan hukuman
agama Allah, jika benar kamu beriman kepada
Allah dan hari Akhirat. Dan hendakiah
disaksikan hukuman siksa yang dikenakan
kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-
orang yang beriman

31

26

Orang-orang yang melempar tuduhan (zina)
kepada perempuan-perempuan yang terpelihara
kehormatannya, kemudian mereka tifak
membawakan empat orang saksi, maka sabatlah
mereka delapan pulluh kali sabat. Dan janganlah
kamu menerima persaksian mereka itu selama--

lamanya, karena mereka adalah orang yang
fasik.

27

Rasulullah s.aw telah menyebat orang yang
minum arak sebanyak empat puluh kali sebat,
dan Saidina Abu Bakar telah menyebat sebanyak
empat puluh kali sebat juga, dan Saidina Umar
menyebat sebanyak delapan puluh kali sebat.
Semuanya adalah sunah Rasululiah s.a.w. Dan
ini vang lebih aku sukai

[U%]
I~

n

Setiap yang menukar agamanya (murtad) maka
bunuhlah dia. ( Riwayat Bukhari).

[ F%]
[~

30

I

Hanya sanya balasan orang-orang memerangi
Allah dan Rasulf-Nya serta melakukan bencana
kerusakan dimuka bumi {dengan melakukan
keganasan merampok dan membunuh orang di ¢
jalan) ialah dibalas bunuh (kalau mereka
membunuh sahaja dengan tidak merampok), atau
dipalang (kalau mereka membunuh. dan
merampok) atau dipotong tangan dan -kaki
mereka dengan berselang | (kalau mereka

| meranipas sahiaja), atau dibuang negen (kalau ;




mereka hanyamengganggu ketenteraman awam),
Hukuman yang demkian itu adalah suatu
kehinaan di dunia bagi mereka, dan di Akhirat
kelak mereka beroleh azab siksa yang amat
besar, kecuali orang-orang yang bertanbat
sebelum kamu dapat menangkapnya, (mercka
terlepas dari hukuman itu). Maka ketahwlah,
bahwasanya Allah amat pengampun, lagi amat
mengasihi.

[
b2

i

Dan jika dua puak dan orang-orang yang
berperang, maka  damaikanlah  diantara
keduanya. Jika salah satunya berlakuy zalim
terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang
zalim terhadap yang lain itu sehingga ia kembali
mematuhi perintah Allah. Jika 1a kembali patuh
maka damaikanlah di antara keduanya dengan
adil (menurut hukum Allah), serta beriaku
adillah kamu (dalam segala perkara).
Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang
yang berlaku adil

34

34

Mereka itu adalah orang-orang yang mendengar
berita bohong, banyak memakan yang haram.
Iika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu
(untuk meminta putusan), maka putuskanlah
(perkara itu) di antara mereka atau berpaling dari
mereka; Jika kamu berpaling dani mereka maka
mereka tidak akan member mudharat kepadamu
sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara
mercka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara
mereka dengan adil, sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang adil

Hukum Islam yang dilaksanakan di Malaysia
sekarang int bukanlah hukum Islam yang asli
melainkan telah  dipengarvhit oleh undang-
undang tertulis, keputusan pengadilan dan
hukum adat

I



Lampiran II

B. Biografi Tokoh-tokoh

1.

Anwar Bin Ibrahim

Anwar Bin Ibrahim lahir di Pulau Pinang, Malaysia pada tanggal 10 Agustus
1947 merupakan seorang tokoh yang radikal dalam aspirasi perjuanganya,
beliau sangat dikenali oleh rakan dan lawan sebagai seorang yang berwibawa
dan karismatik, beliau menerima pendidikan di Kolej Melayu di Raja Kuala
Kangsar pada tahun 1960 — 1966 dan melanjutkan pengajianya ke peringkat
sarjana di Universitas Malaya, Malaysia namun, gagal memprolehi ijazahnya
kerana di tahan di sel tahanan politik (ISA) selama 2 tahun kerana
kelancanganya mencetuskan kerusuhan di Malaysia. Semasa wakty mudanya
beliau mempakm seorang pengasas dan pemimpin pertama pertububan
Angkatan :)elia Islaﬁ Mala&sia (ABIM) dan menyertai UMNO padé tahun.l
1982 setelah ditawarkan oleh perdana menteri Dr. Mahathir bin Muhammad,
Sctelah memasuki UMNO, beliau begitu cepat dan mudah mendapatkan posisi
penting dalam partai dan kepemerintahan negara sehingga diangkat menjadi
Timbalan presiden UMNO sekaligus menjadi Timbalan Perdana Menteri
Malaysia, kendati demikian, sebagai manusia biasa beliau tidak terlepas dari
melakukan kekhilafan dan dikenal pasti oleh rakvat Malaysia sebagai seorang
vang berbahaya jika terus dibiarkan menjabat posisi penting dalam

pemerintahan negara dan atas tindakan tindakanva yang banyak merugikan

negara, beliau di singkirkan dalam partai UMNO dan dilucutkan jawatan --

sebagai Tunbalan perdana Menter pada 2 september 1998 dan atas keputdsa_n '

I



)

pengadilan Mahkamah Agung beliau di bert hukuman penjara selama 14
talun bermula tarikh beliau di tahan oleh pihak polisi Malavsia.

Nik Abdul Aziz bin Nik Mat

Nik Abdul Aziz Nik Mat dilahirkan di Kampung Pulau Melaka, Kota Bharu,
Kelantan pada talun 1931. beliau mulai menerima pendidikan melalui
bapanya Haji Nik Mat bin Raja Banjar bin Raja Abdullah bin Raja Mamat
merupakan keturunan Raja Jembal. ayahandanya serta belajar menulis
daripada ibunya Hajah Aminah Majid.

Sewaktu usia 9 tahun, Nik Abdul Aziz dihantar berguru dengan Tuan Guru
Haji Abas Mohamad di pondok Madrasah Ittifaqiyah, Jertih. Besut,
Terengganu. Beliau menuntut ilmu di situ selama setahun schingga
peperangan Jepun berlaku dan pengajian dihentikan buat seketika.

Pada tahuﬁ fl 945 beliau menyambung pelajaran di Jamek Nierbawi Al-Ismaili,
Kota Bharu hingga 1952. Beliau menyambung pelajaran ke Umversiti Darul
Ulum di Deoban, India, mendalami ilmu Fekah, Usul Fekah, Tafsir al-Qur'an,
Hadis dan lain-lain.

Ketika di India beliau juga telah berguru dengan Sheik al-Hadith dan guru
Tarikat yang terkemuka di India iaitu Maulana Mohamad Ahmad Al-Madani
dengan mendapat {jazah. Maulana Mohamad seorang pejuang kemerdekaan
India vang pertama dan pemah di penjara semasa penjajahan Inggeris,

Pada 1957 beliau menyambung pelajaran ke Pakistan dalam bidang Tafsir.
Pada 1958 menyambung pelajaran di Kulivatul Lughah di Al-Azhar, Mesir

dan memperolcht ijazah sarjana muda dalam jurusan pengajian bahasa Arab

iv



-
2.

kemudian menyambung pelajaran sehingga mendapat ijazah sarjana (M.A)

dalam jurusan kehakiman dan perundangan Islam selama 2 tahun. Kemudian

- beliau mendapat diploma pendidikan ai Darul Azhar dan pulang ke wanabair

Februari 1962. Karimva dibidang pohtik, Beliau menjadi ahli PAS sejak 1967
Pada Julai 1967 hingga 1986 beliau menjadi calon PAS dalam pilihan raya
kecil Parlimen Kelantan Hilir (sekarang Pengkalan Chepa). Pada tahun 1986
beliau berpindah untuk bertanding di kerusi kawasan Parlimen Bachok dan
Ahh Dewan Undangan Negeri (DUN) Semut Api hingga sekarang,

Pada 1971 beliau dilantik menjadi Ketua Dewan Ulama' PAS Pusat hingga
1995. Kemudian difantik Mursyidul Am PAS mengambil alih tempat yang
ditinggalkan oleh Tuan Haji Yusuf Rawa. Pada 1978 Tuan Guru dilantik
sebagai Pesurubjaya PAS Kelantan:kemudian Menteri Besar Kelantan pada
Oktober 1990. .

Mohd Ghazali bin Haji Ahmad.

Haji Mohd Ghazali bin Hy Ahamd adalah seorang ulama dan pendakwah
bebas yang terkenal di Malaysia, dilahirkan pada Mac 1946 di Kuala
Terengganu, Malaysia, mendapat pendidikan awal di sekolah agama dasar
sehingga melanjutkan pengajiannya di pusat pengajian islam di merata dunia,
antaranva ialah pakistan, Mesir, India, baghdad dan sebagian kecil di negara
eropa. Disebabkan pengajianya tidak secara tetap dan formal. maka beliau
tidak banyak mendapatkan ijazah di tempat pengﬁjianya_, cuman mendapat
ijazah (BA undang undang Syari’ah) di Al Azhar Mesir. Beliau memulakan

karir politiknya pada tahun 1969 dengan menyertai PAS dén sempat menjabat



jabatan penting diantaranva sebagai penasihat dewan ulama PAS Malaysia,
namun, setefah sekian lama menveitai partai PAS, beliau mampu menganalisa
bahwa perjuangan PAS untuk menjadikan Malaysia sebagai negara Islam
adalah tidak benar dan banvak menveleweng dari ajaran sebenar dan akhimva
belian berhijrah ke partai UMNO pada tahun 1999 dan kini menjadi
pendakwah bebas vang diangkat oleh pemernintah untuk menjelaskan kembali
kepada rakvat Malaysia tentang penvelewengan PAS dari landasan sebenar
untuk mewujudkan Malaysia sebagai negara Islam dan melaksanakan hukum

hudud.

Vi



Lampiran I{

Pedoman Wawaincara

1.

_l..J

10.

Bagaimana pandangan Datuk Seri, terhadap hukum Islam di Malaysia
semenjak datuk Seri menjabat sebagal Perdana Mentert Malaysia ?

Menurut pandangan Datuk Seri, Seperti apa konsep hukum Jslam yang layak
beriaku di negara kita Malaysia ?

Apa pandangan Datuk Seri tentang hukum fudud yang di perjuangan oleh
parti PAS ?

Bagaimana dengan hukum hAudud yang diusulkan oleh PAS untuk bisa
diberlakukan di Malaysia ?

Bukankah Malaysia merpakan negara Islam, dan mengapa landasan hukum
yang diberlakukan di Malaysia tidak mengacu kepada konsep hukum Audud ?
Bagaimana pandangan1 Datuk Seri tentang peta perpolitikan Malaysia 7

Sejauh mana hubungan interaktif antara kebijakan politik Datuk Seri selaku
Perdana Menteri1 dengan pemberlakuan hukum Islam ?

Adakah pengaruh peranan polittk Datuk Sen untuk perkembangan hukum
Islam di Malaysia ?

Adakah solusi altematif yang bisa diharapkan di tengah dominasi common law
vang di terapkan di Malaysia dengan perkembangan hukum Islam ?
Mencermati model pemikiran yang bapak lontarkan di berbagai forum lebih
berafiliasi pada stabilisasi ekonomi, lalu sejauh mana pengarvhnva dalam

mengembangakan hukum Islam ?

Y1



11. Tidakkah sikap mementingkan perekonomian di Malaysiz akan mengganggu
proses perkembagan hukum Islam demi terciptanva negara Malaysia vang
berasaskan Islam ?

12, Bagaimana keterkaitan antara kebijakan politik dan model pemikiran Datuk

Seri dalam perkembangan hukum Islam ?



AN G LAY DILOMAIN VLA AT DLA
BAHAGIAN PENDIDIKAN
11 H.R. Rasuna Said, Kav, X/6

Kuningan. Jukurta Sclatan 12950 Tel. ©OR224947 SITLUAN
Indoncsia Telex o GON L3 Malay TA
EMBASSY OF MALAYSIA Tetegram @ Malawakil Jakarta
EDUCATION DIVISION Fax, - 572740958

Ruj. wan

Ruj. kami = yp(PP)1/5/2767/(26)

Tarikh  © 22 Disember 19399

KEPADA SESIAFPA YANG BERKENAAN
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YB. Datuk Seri, Tan Sri, Datuk, Datc’, Tuan/Puan.

SURAT SOKONGAN PENELITIAN BAGI MELENGKAPKAN DATA-DATA
MEMBUAT SKRIPSI (TESIS).

T A " i . — N b R .t Ame M o S By e b o o Ay A e e S A N i . S o i ot R e S e o o M Ml e e

Adalah dimaklumkan bahawa mahasiswa yang berikut :-

Nama : MOHD. NASIRUDDIN B. OTHMANM

Tempat Pengajian: Institut Agama Islam Negeri Yogvakarta

Fakulti/Semester: Syariah / VII (Tujuh)

Judul Tesis : Pengaruh Politik Date’ Seri Dr. Mahathir b.
Mohamad Terhadap Perkembangan Hukum Islam
di Malaysia (1980~1990) ;

2. Beliau adalah seorang mahasiswa Malaysia di Indonesia

vang akan menyelesaikan pengajianya. Salah satu syarat wajib

adalah beliau dikehendaki menyiapkan sebuah Skripsi/Tesis.

3. Sehubungan dengan 1itu, beliau akan mengadakan sebuah
penelitian bagi mengali data-data untuk tujuan tersebut ai
atas melalui wawanhcara dengan pihak Datuk Seri, Tan S8ri,
Datuk, Datc’, Tuan/Puan.

4. Semoga mendapat kerjasama vyang sewajarnya dan segala
bantuan serta Kerjasama dari pihak Datuk Seri, Tan Sri,
Datuk, Dato', Tuan/Puan, kami dahului dengan ucapan terima
kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

{ZAKARIA BIN YASIN) |
b.p. Pengarah,
Jabatan Penuntut Malaysia,
dl ToDOMNESIA.
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JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA
PUSAT ISLAM MAILAYSIA o
JALAN PERDANA Tel: 03-2749333 - 30 taliar
50519 KUALA LUMPUR Fax: 03-2742967

Ruj. Kami: JAKIM/3/1/13
Tarikh: 4 Zulkaedah 1421

g Februari 2001
Yth Bapak Dekan Fakulti Syariah,

Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, MA
Fakulti Syariah,

AIN Sunan Kalijaga,

Yogyakarta,

INDONESIA.

Tuan,

PENGESAHAN MENDAPATKAN MAKLUMAT
UNTUK PENULISAN SKRIPSI (THESIS)

Adalah saya diarah merujuk mengenai perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Saudara Moha. Nasiruddin bin Othman dari
Fakulti Syariah dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam
Semester Xl telah menjalankan kajian terhadap “Pengaruh Politik Dato’ Seri Dr.
Mahathir bin Mohamad terhadap Perkembangan Hukum Islam Di Malaysia 1980
— 2000" di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dengan mendapatkan makiumat-
maklumat berkaitan dengan Himpunan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia.

Sekian, terima kasih.

“PERUBAHAN BERMULA DARI DIRI SENDIRI”
Saya yang menurut perintah,
(FATIMAH BT. SAAD)

b.p. Ketua Pengarah,
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
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Nama
Tempat/tgl lahir
Alamat di

Yogyakaria
Alamat di Malaysia
Nama Wali

Nama ibu

Pendidikan

Pengalaman

Organisasi

CURICULUM VITAE T

- Mohd Nasiruddin Bin Othman

: Perak, Malaysia, 22 Febuary 1977

: Rumah UMNO Yogyakarta

37A 11 Keriyorejo, Dabag, Condong Catur,
Sleman 55283 Yogyakarta.

- No. 94 Batu 23 2 Kg Jawa 36800 Kg Gdjdh
Perak darul Ridzuan, MALAYSIA.

: Zainal Bahri Bin Abu Kassim

- Khodjijah Binti Abu Kassim

1. Sekolah Rendah Tanjung Bidara, Perak

L]

. Sekolah Rendah kebangsaan Pasir Panjang Ulu,
Perak '

3. Maktab Pendidikan islam, Taiping, Perak.

. Maktab Perguruan Sultan Abd Halim, Kedah.

S

5. Masuk di Fakultas Syari’ah Jurusan Perbandingan
Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 1996.
1. Sekretans Jendral Ikatan Mahasiswa Luar
Negeri TAIN (IMLUNT) 1997-1999

. Koordinatur KKHI (Kelompok Kajlan Hukum
Islam) 1998 — 1999

. Ketua GAPENA (Gabungan Penulis Nasional),
Malaysia Cabang Yogyakarta 1997 - 2000

. Presiden Kelab UMNO Indonesia 1998 — 2001

4. Speaker Kelab UMNO Luar Negara 2000 - 2001
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